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Tahura Pocut Meurah Intan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.95/Kpts-II/2001 sebagai praktik tata
kelola kehutanan yang dilakukan pemerintah dalam kewenangannya menetapkan kawasan hutan. Praktik pengelolaan sumber daya
alam bidang kehutanan yang dilakukan pemerintah justru menjadi pemicu konflik tenurial dengan masyarakat yang berada di
sekitar kawasan Tahura Pocut Meurah Intan yang kemudian berdampak terhadap akses pemanfaatan sumber daya alam oleh
masyarakat sekitar kawasan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konflik tenurial antara KPH Tahura dengan masyarakat berdasarkan pemikiran Melanie G
Wiber tentang dampak kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam terhadap akses masyarakat sekitar kawasan,
serta untuk menemukan solusi terhadap konflik tenurial yang terjadi antara KPH Tahura Pocut Meurah Intan dengan masyarakat di
sekitar kawasan hutan.
Penelitian ini bersifat sosiolegal dengan pendekatan antropologi hukum dengan telaah jurnal-jurnal Melanie G Wiber terkait
pluralisme hukum pengelolaan sumber daya alam, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam bidang
kehutanan. Kemudian, penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu; KKPH Tahura Pocut Meurah
Intan, polisi hutan, ahli kehutanan, masyarakat sekitar kawasan hutan, serta direktur LBH Banda Aceh. kemudian, melakukan
observasi terkait batas-batas kawasan KPH Tahura serta ikut terlibat dalam penyelesaian konflik tenurial antara KPH Tahura
dengan masyarakat disekitar kawasan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa sejarah kawasan pada kelompok hutan seulawah agam sebelum ditetapkan menjadi tahura
merupakan kawasan hutan yang dikuasai dan dikelola oleh negara dengan status kawasan konservasi. Terdapat masyarakat yang
berdomisili di kawasan sekitar hutan. Konflik tenurial di kawasan KPH Tahura dengan masyarakat merupakan konflik struktural.
Kendala penyelesaian konflik tenurial antara KPH Tahura dengan masyarakat adalah disharmonisasi dan miskomunikasi antar para
pihak yang berkonflik.
Sejarah penetapan KPH Tahura masih menyisakan permasalahan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan revisi terkait
peraturan pembentukan KPH Tahura dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan
hutan. Masyarakat dapat mengajukan peninjauan kembali atau gugatan kelas terkait akses masyarakat sekitar kawasan hutan
terhadap sumber daya alam.
